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Materi PKN Kelas 10 Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah Negara

Halo teman-teman semua! Penulis harap kamu selalu sehat dan tetap semangat mengikuti
pembelajaran daring ya. Kali ini kita akan mempelajari materi PKN kelas 10 bab 1 mengenai
Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara.

Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bab 1:
Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Negara
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Focus on Indonesia on the Map. Source: “World reference atlas”

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
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1. Macam-Macam Kekuasaan Negara

Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam
kehidupan sehari-hari konsep ini sering sekali diperbincangkan, baik dalam obrolan di
masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik.

Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Riyanto (2006: 273) bahwa kekuasaan
Negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut.

1. Kekuasaan legislatif
2. Kekuasaan eksekutif
3. Kekuasaan federatif

2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia

a. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Kekuasaan konstitutif

Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan legislatif

Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman
Kekuasaan eksaminatif/inspektif

Kekuasaan moneter
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b. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan

tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan
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Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam
undang-undang.

==

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

a. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama
kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 adalah sebagai berikut.

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan

b. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan
nasional.

Kementerian Agama

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kementerian Kesehatan

Kementerian Sosial

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perdagangan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
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Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Perhubungan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pertanian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang

c. Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam
pemerintahan untuk membantu presiden

N E W=

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Pariwisata

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian koordinator, terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut.

1) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

SOl W=

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
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Kementerian Keuangan

Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perdagangan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Kementerian Pertanian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

6.
7.
8.
9.
0.

1
3) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kementerian Agama;

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Kementerian Kesehatan;

Kementerian Sosial;

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
Kementerian Pemuda dan Olahraga.

PN W

4) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Perhubungan

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Kementerian Pariwisata

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non -Kementerian yang ada di Indonesia.

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2. Badan Informasi Geospasial (BIG).

Badan Intelijen Negara (BIN).

4. Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah
koordinasi Menteri Pemberdayaan

w

6. Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator
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Bidang Perekonomian.

8. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi
Menteri Riset dan Teknologi.

9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

10. Badan Narkotika Nasional (BNN).

11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
14. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan.
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah koordinasi Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

17. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di bawah koordinasi Menteri
Lingkungan Hidup.

18. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset
dan Teknologi.

19. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),di bawah koordinasi Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.

20. Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri.

21. Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.

22. Badan SAR Nasional (BASARNAS).

23. Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
24. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan
Teknologi.

25. Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.

26. Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

27. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan
Teknologi.

28. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

30. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri
Riset dan Teknologi.
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31. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan, Keamanan.

32. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di bawah koordinasi Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Sistem Nilai dalam Pancasila

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan
antara nilai yang satu dan nilai yang lain.

2. Implementasi Pancasila

Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa
Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural,
dan dimensi institusional.

3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Hakikat atau makna terdalam dari Pancasila. Berdasarkan analisis makna nilai-nilai
Pancasila diharapkan akan diperoleh makna yang akurat dan mempunyai nilai filosofis.
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